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PUTUSAN
Nomor 1004/Pdt.G/2019/PA.Kis
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan
perkara Gugatan Perceraian antara;

KXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah
tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,
tempat kediaman di XXXXXXXXXX, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Kusyanto, SH, Advokat yang
berkantor di Jl. S. Parman No. 109A Kelurahan Bunut
Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten
Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juni
2019, sebagai Penggugat

Melawan

XXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh harian lepas,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat
kediaman di XXXXXXXXXX, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Juni 2019 telah

mengajukan Itsbat Nikah kumulasi gugatan perceraian yang telah didaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor
1004/Pdt.G/2019/PA Kis, tanggal 19 Juni 2019, dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang
sah menikah menurut Syariat Islam pada tanggal 10 Februari 2009 Masehi
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di rumah orang tua kandung Penggugat di XXXXXXXXXX dan pada saat
pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut, dimana Penggugat
berwalikan abang kandung Penggugat yang bernama Bapak
XXXXXXXXXX dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama
Bapak XXXXXXXXXX dan Bapak XXXXXXXXXX dengan maharnya berupa
uang sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan diberikan secara
tunai;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat dalam
Buku Induk Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Talawi Kabupaten Batubara;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal
bersama di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat
tersebut di atas;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah pernikahan
seorang perawan dan seorang jejaka yang di dasari rasa saling mencintai
dan menyayangi, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah pula
bergaul sebagaimana layaknya suami istri (badadukhul) dan dikaruniai 1
(satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX (Pr) Umur 9 Tahun;
5. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam
membina mabhligai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai menuju
ketentraman sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang
harmonis, yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah, waramah, akan
tetapi pada pertengahan bulan Februari 2012 kehidupan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran
secara terus menerus dikarenakan :
- Tergugat seorang suami yang malas bekerja sehingga Tergugat
kurang memberikan biaya kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat;
- Tergugat seorang suami yang gemar bermain judi dan bermabuk-
mabukan;
- Tergugat sering berkata-kata kasar dan berkata-kata ingin
bercerai kepada Penggugat;
6. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut maka antara Penggugat
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dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Penggugat dengan
Tergugat;
7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Juni 2015 Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat. Hal inilah yang merupakan puncak pertengkaran
dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga sampai
dengan Istbat Nikah sekaligus Gugatan Cerai ini diajukan, Penggugat
dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi selama lebih
kurang 4 tahun lamanya;
8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
tersebut diatas telah pula didamaikan oleh pihak keluarga namun hal
tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus
menerus didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga
sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah
tangga yang sakinah, mawaddah, waramah, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum
Islam;
10. Bahwa Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan
Agama Kisaran cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang
memeriksa dan mengadili perkra a quo agar kiranya pernikahan antara
Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXX) dapat di
Istbatkan untuk keperluan Gugatan Cerai;
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak
Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan
memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang
ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan
amar putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan
Tergugat (XXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 2007
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Masehi di Dusun | Desa Pematang Rambai, Kecamatan Tanjung Tiram,
Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan);

3. Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Bain Sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) atas
diri Penggugat (XXXXXXXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama
Kisaran;

4. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili
kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak
datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu
halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXX tanggal 01 Juni 2018,
Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;
B. Saksi:
1. XXXXXXXXXX, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaanDagang,
tempat tinggal di XXXXXXXXXX, dibawah sumpahya menerangkan

sebagai berikut:
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- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama
XXXXXXXXXX, karena saksi merupakan saudara kandung
Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Rosidi,
sebagai suami Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10
Februari 2009 di Kecamatan Kecamatan Talawi Kabupaten Batu
Bara di rumah orangtua Penggugat dan saksi hadir pada
pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa yang menjadi wali Penggugat adalah saksi sendiri karena
ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXXXX telah
meninggal dunia dan yang menjadi saksinya adalah XXXXXXXXXX
dan XXXXXXXXXX dengan mahar berupa uang sebesar Rp.
50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pihak dari KUA tidak ada datang untuk menyaksikan
pernikahan tersebut dan pernikah Penggugat dan Tergugat tidak
tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, Kabupaten
Batu Bara,;

- Bahwa pada waktu menikah Penggugat perawan dan Tergugat
berstatus jejaka dan masing-masing tidak terikat dalam pernikahan
dengan orang lain;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk
menikah dan tidak mempunyai pertalian darah maupun
sepersusuan

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di rumah orangtua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2012, rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi,
sering terjadi pertengkaran;
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- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena
Tergugat gemar main judi dan malas bekerja sehingga Tergugat
kurang dalam memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga kepada
Penggugat dan sejak pertengahan tahun 2015 Tergugat telah pergi
meninggalkan Penggugat hingga perkara ini diajukan tidak pernah
lagi bersatu dalam rumah tangga;

- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk bersabar
menanti kepulangan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat

dan Tergugat;

2. XXXXXXXXXX, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan
tempat tinggal di XXXXXXXXXX, dibawah sumpahya menerangkan
sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama
XXXXXXXXXX, karena saksi merupakan saudara ipar Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Rosidi,
sebagai suami Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10
Februari 2009 di Kecamatan Kecamatan Talawi Kabupaten Batu
Bara di rumah orangtua Penggugat dan saksi hadir pada
pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa yang menjadi wali Penggugat adalah XXXXXXXXXX
karena ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXXXX
telah meninggal dunia dan yang menjadi saksinya adalah
XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX dengan mahar berupa uang
sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pihak dari KUA tidak ada datang untuk menyaksikan
pernikahan tersebut dan pernikah Penggugat dan Tergugat tidak
tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, Kabupaten
Batu Bara;
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- Bahwa pada waktu menikah Penggugat perawan dan Tergugat
berstatus jejaka dan masing-masing tidak terikat dalam pernikahan
dengan orang lain;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk
menikah dan tidak mempunyai pertalian darah maupun
sepersusuan

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di rumah orangtua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2012, rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi,
sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena
Tergugat gemar main judi dan malas bekerja sehingga Tergugat
kurang dalam memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga kepada
Penggugat dan sejak pertengahan tahun 2015 Tergugat telah pergi
meninggalkan Penggugat hingga perkara ini diajukan tidak pernah
lagi bersatu dalam rumah tangga;

- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk bersabar
menanti kepulangan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat

dan Tergugat

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang
pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan

mengabulkan gugatannya;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat
dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan
ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
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sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah
terbukti menurut hukum bahwa Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi
Pengadilan Agama Kisaran, maka perkara ini secara relatif juga merupakan
kompetensi Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksanya (vide Pasal 73
Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana
yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009)
jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh
kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi
kuasa ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa
sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-
undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat
telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 26
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. pasal 138 Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia Tahun 1991, Penggugat diwakili kuasanya hadir menghadap
sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak
mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Tergugat
telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat

tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak
mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat
memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai
dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung
Rl Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan
cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah
tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai
dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
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perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143
ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat
tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan
ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2016;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan
Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara
ini adalah bahwa Penggugat memohon agar pernikahannya dengan Tergugat
diitsbatkan oleh Pengadilan, lalu diakumulasikan dengan gugatan Penggugat
yang pada pokoknya Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi
karena sejak bulan Februari 2012 antara Penggugat dan Tergugat terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah sejak 08

Juni 2015;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara
verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara itsbat nikah
kumulasi perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk
membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal mana Penggugat telah

mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum
Islam yang menyatakan bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke
Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka
penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat untuk itsbat nikah

dan gugatan cerai dapat dibenarkan menurut hukum;
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Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi
itsbat nikah dan gugat cerai, maka Majelis Hakim terlebih dahulu
mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar

bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan itsbat
(pengesahan) nikah dan gugat cerai adalah karena Penggugat dengan
Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Februari 2009 di Kecamatan Talawi,
Kabupaten Batu Bara, namun hingga saat ini pernikahan tersebut tidak pernah

dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan itshat

nikah tersebut, Penggugat mengajukan pembuktian berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh
Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah
memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut
tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar
keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan
keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat
diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi tersebut,
terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang
sah, yang mana saksi | dan saksi 2 hadir dalam acara pernikahan tersebut dan

saksi 1 merupakan wali nikah Penggugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan dua orang saksi
tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat

merupakan pasangan suami istri yang sah. Maka berdasarkan ketentuan pasal
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2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (3) serta pasal 14 Kompilasi
Hukum Islam, maka permohonan Penggugat agar pernikahannya dengan

Tergugat diitsbatkan oleh Pengadilan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan

tentang gugatan cerai Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat telah
mengabulkan permohonan jthsat nikah yang diajukan oleh Penggugat, maka
harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai
suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak
yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio) sesuai
dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991,

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan dan tidak mengajukan bantahan terhadap gugatan Penggugat,
namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk
menghindari terjadinya kebohongan, maka Penggugat tetap dibebankan untuk

membuktikan alasan perceraiannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan perceraiannya,

Penggugat telah mengajukan berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh
Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah
memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut
tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar
keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan

keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat
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diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan
kedudukan saksi pertama yang bernama XXXXXXXXXX sebagai saudara
kandung Penggugat dan saksi kedua bernama XXXXXXXXXX sebagai saudara
ipar Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui
keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan
didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana
telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim
berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah mempunyai
relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-
saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang
sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan

ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat,

maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta

yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat

dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan
tidak harmonis karena sejak awal tahun 2012 antara Penggugat dan

Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

- Bahwa sejak sekitar tahun 2015 yang lalu antara Penggugat dan

Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
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- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan

Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka
Majelis Hakim berpendapat (feetelijk vermoeden) bahwa ikatan perkawinan
antara Penggugat dengan Tergugat pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan
ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga
sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga
yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai,
tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin
serta kerusakan mental (mental illness), baik bagi salah satu pihak maupun

bagi kedua belah pihak suami dan istri;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk
dapat membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa
rahmah yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat
diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang
melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah
tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT

dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

Jszs (g 158 ) BlsST a5l 8o 330 L9_J.> Ol ailil o3
u_g)S.n.u ,0_9.0.] ul.:y vJJ)u\S ul d.o.?J_g o)_9.o pS;.?;

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Al-Rum: 21)
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Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang — undang Nomor
1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang
bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata
kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian
salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka
mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari

manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan ditemukan bahwa pada
dasarnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga dapat
membawa kemudharatan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak
suami istri jika terus dipertahankan, padahal suatu rumah tangga tidaklah
pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa
kemudharatan kepada salah satu atau kedua belah pihak, baik suami maupun
istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Bagarah

ayat 231 yang menyatakan:

_ K -
193588 lsio B85unds Vs
Artinya: “...Dan janganlah kamu tetap memegang mereka (sebagai istri-istrimu)

untuk memberi kemudharatan bagi mereka karena dengan demikian

kamu telah menganiaya mereka...”. (QS. Al-Bagarah: 231)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari bahwa perceraian
merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat
mungkin  dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi
mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak, yang mana dalam
ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan,
serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya

ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan
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perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan mudharat atau
mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-
kaidah hukum Islam ( magéshid al-syari’ah ), sebab perkawinan semacam itu
akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang
tentu memudharatkan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami

maupun istri;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat seperti terungkap di atas tetap dipertahankan, maka tentu akan
berpotensi menimbulkan kemudharatan dan mafsadah yang lebih besar dari
pada manfaat yang didapat, padahal menghindarkan bahaya lebih diutamakan
dari mengambil manfaat, hal mana sesuai dengan qaidah fighiyyah yang

berbunyi:

o - -
dlaall Ll LB 2342 awliall €55
Artinya : “Menghindarkan kerusakan / bahaya harus lebih diutamakan

daripada mendambakan manfaat’.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu menukil pendapat para
fugaha yang menyatakan bahwa suatu perkawinan yang mendatangkan
mudharat merupakan sesuatu yang harus dihindarkan, seperti yang
dikemukakan oleh Imam Malik sebagaimana dinukil oleh Sayyid Sabiq dalam

Figh as-Sunnah sebagai berikut:

3] soail ioladl o wllas Ol a2l Ol Wlo pl_oYl s

a89) .6 il plgs azo glaimy ¥ )l o] L gl ol cacsl
) = auadl

Artinya : “Menurut Imam Malik, bahwa seorang istri dibenarkan meminta hakim
untuk menceraikan dirinya dengan suaminya dengan alasan bahwa

suaminya telah memberikan kemudharatan baginya sehingga ia tidak
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mampu lagi membina hubungan rumah tangga yang baik dengan

suaminya itu”. (Figih Sunnah: 2/289)

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah sampai pada tahap hilangnya rasa saling percaya dan saling
melindungi antara suami istri, hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 4 tahun
lamanya, dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami isteri yang harmonis
yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, dengan
demikian Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi
perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya
fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara
Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi- sendi rumah tangga telah
rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah
tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage)
sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai, dengan demikian gugatan

Penggugat telah terbukti dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah
terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun
1991, dengan demikian gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dapat
dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat

terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang
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Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar

semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan dalil hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan
Tergugat (XXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Februari
2009 di Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap
Penggugat (XXXXXXXXXX);

5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp606.000.00 (enam ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 Masehi. bertepatan
dengan tanggal 29 Dzulkaidah 1440 Hijriyah. Oleh kami Dr. Hj. Devi Oktari,
S.HI., MH sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Shafrida, SH serta Mhd. Taufik,
S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dedy
Rikyandi, S.H.l sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota |, Ketua Majelis,
Dra. Hj. Shafrida, SH Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI., MH
Hakim Anggota II,

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan No 1004/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mhd. Taufik, S.HI
Panitera Pengganti,

Dedy Rikyandi, S.H.l

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
Biaya Proses © Rp 50.000,00
Biaya Pemanggilan : Rp 490.000,00
PNBP : Rp 20.000.00
Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
Biaya Materai . Rp 6.000,00

Jumlah . Rp 606.000,00

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan No 1004/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18



